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MOTTO : 

 

“Ilmu seperti udara, Ia begitu banyak di sekeliling kita.  

Kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun.” 

(Socrates) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan 

kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, 

yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang 

memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat 

diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan 

budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan dan 

dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan 

nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan 

kesejahteraan para lanjut usia.1 

Proses penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dicegah 

dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur 

panjang, dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, 

damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan 

penuh kasih sayang.2 

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang 

Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin 

 
1Anis Ika Nur Rohmah dkk, Kualitas Hidup Lanjut Usia, Jurnal Keperawatan, ISSN 

2086-3071, Volume 3, Nomor 2, Juli 2012, hlm 120-132. 
2Ibid, hlm 135. 

1 
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membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut 

usia makin bertambah.3 

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum4 

yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan 

tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia), walaupun 

pada dasarnya lanjut usia (atau sering disingkat lansia) merupakan periode 

kemunduran, kemunduran terhadap lansia sebagian datang dari faktor fisik dan 

faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak kepada psikologis lansia, 

motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran terhadap lansia.  

Dalam kaitan dengan permasalahan kemunduran tersebut Elizabeth B. 

Hurlock sebagaimana dikutip Argyo Demartoto5 menjelaskan bahwa orang 

yang kemunduran tersebut kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai 

dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung 

mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.  

Sulit untuk membayangkannya bagaimana jika dalam masa 

kemunduran karena faktor lanjut usia harus berurusan dengan hukum karena di 

duga melakukan suatu perbuatan hukum. Secara normatif setiap orang / 

masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum pidana atau lebih dikenal 

dengan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas 

perbuatan hukum yang dilakukannya. 

 
3  Ratna, Pengaruh Faktor-Faktor Kesehatan, Ekonomi, dan Hubungan Sosial 

Terhadap Kemandirian Orang Lanjut Usia. http://www.damandiri. or.id/file/ ratna suhartini 

unair bab1.pdf. diakses tangga1 3 Februari 2017. 
4 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5 Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, Pelayanan Sosial Non Panti Bagi 

Lansia, Sebelas Maret University Press, Surakata, 2006, hlm. 13. 
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Untuk merealisasikan tanggungjawab hukum tersebut, maka sarana 

yang digunakan adalah sarana hukum pidana materiel maupun hukum acara 

pidana. Hukum acara pidana mengatur norma-norma untuk menegakkan 

hukum pidana materil.6 Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang 

harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka 

yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan 

sistem peradilan pidana.7 

Setiap sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, tidak dapat dihentikan 

dengan alasan karena lanjut usia, rasa kasihan, atau karena adanya perdamaian. 

Dalam hukum pidana perdamaian yang seringkali digunakan oleh masyarakat 

atau antara korban dan pelaku tindak pidana, tidak dikenal dalam hukum 

pidana, artinya perdamaian tidak dapat juga dijadikan alasan penghapusan 

pidana (pemaaf atau penghapus) tetapi hanya sebagai pertimbangan hakim 

yang memeriksa dan mengadilan pelaku tindak pidana, namun tidak bersifat 

wajib. 

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 

tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas8 

yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.  

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

 
6 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2008, hlm 151. 
7Ibid, hlm 105-106. 
8 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 
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Usia. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain 

adalah ”bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin 

membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia 

makin bertambah”.  

Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3) Indonesia, tetap terikat dan 

berpedoman kepada aturan-aturan tertulis dalam bentuk undang-undang dan 

peraturan pelaksanannya. Proses penyelesaian / penegakan hukum (law 

enforcement) terhadap setiap tindak pidana / kejahatan, harus diselesaikan 

dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan / 

tindak pidana tidak melihat apakah pelaku anak-anak, orang dewasa atau 

pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia.  

Penelitan-penelitan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dapat 

dikatakan masih sangat minim, sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti 

dan mendalami dalam kaitannya dengan masalah keadilan hukum itu sendiri di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ketertarikan peneliti tersebut lebih di dasari pemikiran restorative 

justice sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian 

dan kemanfaatan untuk keadilan dengan didasari oleh 2 aspek yakni 

pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi 

dan pembaruan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) 

dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, 



5 

 

simultan dan paralel.9 

Konsep pendekatan restorative justice atau sering diterjemahkan 

sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul 

era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan 

pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, 

pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, 

korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.10 

Keadilan Restoratif (restorative justice) di Indonesia 11  diartikan 

sebagai: “Restorative Justice adalah pemulihan hubungan dan penebusan 

kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) 

terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di 

luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang 

timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan 

baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.”12 

Upayapenyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) 

nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan 

 
9  Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif  Terhadap 

Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 2009, hlm 81. 
10 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 2008, hlm 

67. 
11Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak memberikan pengertian bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.  
12 Nur Rocheiti, Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak 

Delinkuen di Indonesia, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008, hlm 72. Eva Achjani Zulfa, 

Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan 

Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi Fakultas Hukum 

Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009, hlm. 1. 
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pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh 

hakim/majelis hakim. sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, 

apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku 

tindak pidana tersebut secara pisik dan psikologis masih mampu, dan 

kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Hal ini mengacu pada 

penggolongan lansia dalam 3 (tiga) kelompok yakni:13 

 Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru 

memasuki lansia, 

 Kelompok lansia (65 tahun ke atas), 

 Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. 

Memperhatikan hal di atas, dapat dikaktan bahwa usia tujuh puluh 

tahun menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikologis, 

tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu 

untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan 

tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti, pencurian, penipuan, 

percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis kejahatan 

yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan 

melakukan kejahatan berat).  

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah 

(pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan 

menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan 

yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut 

 
13 Argyo Demartoto, Op cit, hlm 87. 
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yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana 

(keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para 

pihak.14 

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam 

mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena 

merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) 

dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan 

pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice 

mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:15 

 Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana 

(keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). 

 Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk 

bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian 

akibat tindak pidana yang dilakukannya. 

 Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku 

tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai 

persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.  

Sebagai contoh kasus proses formil Pidana terhadap lansia di 

Indonesia seperti Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. Seorang kakek Mastar Bin Unus berumur 82 tahun 

 
14Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 206. Lihat juga dalam  
15 Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, (Makalah : dalam Mahmul Siregar dkk), Pedoman 

Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat 

kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007. hlm 92-93. 
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terdakwa pemerkosaan anak di bawah umur dan menjalani proses hukuman 

selama empat tahun enam bulan ditambah masa kurungan selama tiga bulan 

yang menjadi permasalah tersebut adalah mengapa restorative justice tidak 

digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum dan seakan tanpa melihat 

usia tersangka terlebih dahulu dengan mengedepankan proses beracara hukum 

formil pidana. Oleh karena rentannya usia lanjut yang mudah sekali mengalami 

segala penyakit dikarenakan tenaga kakek tersebut tidak sesuai lagi dengan 

umurnya untuk di titipkan kepada pembinaan tahanan Negara oleh putusan 

pengadilan.  

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

372/Pid.Sus/2014/PN.Mre, maka tugas Hakim dalam memberikan keadilan 

melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim 

dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam 

mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan rasa 

keadilan dalam masyarakat.  

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang diangkat dari judul : 

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA 

DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 

372/PID.SUS/2014/PN.MRE 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka peneliti dapat 

merumuskan permasalahan yang timbul di dalamnya sebagai berikut: 

1. Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana 

lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim 

Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre ? 

2. Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip 

restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 

372/Pid.Sus/2014/PN.Mre? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian/ penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip restorative justice 

terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Muara EnimNomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. 

2. Menjelaskanfaktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam 

menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak 

pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 

372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian atau penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat yang diharapkan dalam upaya pengembangan ilmu hukum 
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khususnya sistem hukum peradilan pidana. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian tesisi dapat dijadikan acuan/ 

masukan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam 

menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak 

pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. 

D. Kerangka Teori 

Grand Theory (Teori Dasar/ Umum, berlaku untuk seluruh bidang 

hukum) 

1. Teori Negara 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak 

didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam 

menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian 

dan keadilan juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia, sehingga 

dapat dikatakan bahwa berhukum adalah medan perjuangan manusia dalam 

konteks mencari kebahagiaan hidup.16  Hal tersebut karena kondisi umum 

penegakan hukum di Indonesia masih belum membaik, bahkan ada 

kecenderungan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Adanya penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor sebagaimana 

disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakkan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 

 
16 Sabian Usman,Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 

hlm.1 
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Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau 

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang mana faktor-faktor 

yang dimaksud adalah :17 

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang) 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada aksara manusia didalam pergaulan hidup. 

Konsepsi negara hukum dalam pemikiran Immanuel Kant berkembang 

menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl 

tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:18 (1) pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pada 

teori trias politica. (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan 

undang-undang (wetmatig bestuur). dan (4) ada peradilan administrasi negara 

yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 

(onrechtmatige overheidsdaad). 

 
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 6 
18 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Yogyakarta, 

Liberty, 1999, hlm 76. Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi 

Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode 

Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm 43. 
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Dalam perkembangannya negara hukum, unsur-unsur yang 

dikemukakan oleh F.J. Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan 

yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut :19 

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;  

2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;  

3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);  

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;  

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke 

controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan 

tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah 

pengaruh eksekutif;  

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 

warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;  

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 

merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran negara.  

2. Teori Keadilan 

Salah satu teori keadilan adalah teori utilitarian dari Jeremy Bentham. 

Teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tersebut mengatakan bahwa 

manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagian yang 

 
19  Azhary, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang 

Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995 hlm 39. Lihat juga Notohamidjojo, Makna Negara 

Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di 

Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2011, hlm 89. 
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sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, lebih lanjutnya Jeremy 

Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat 

melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua 

individu.20 Oleh karena itu pada teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah 

setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang 

terbanyak, setiap orang bernilai penuh (Volwaardig), tidak seorang pun 

bernilai lebih (everybody to count for one, no body for more than one), dan 

teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang 

sesuai dengan daya guna (efektif). 

Jadi dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham 

tersebut, dapat juga terkait sebagai dasar perwujudan/ keinginan yang akan 

dicapai oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia. Gunanya untuk memberikan rasa aman bagi setiap lansia dalam 

menjalani sisa-sisa hidupnya di hari tua mereka. 

Middle Range Theory (Teori Tengah/ Antara, berlaku untuk bidang 

hukum tertentu yang dikaji). 

1. Teori Sistem Hukum  

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur 

hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya 

hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, 

 
20  Sumber Internet : Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era 

Reformasi”; dalam Makalah Seminar Nasional ‘Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di 

Era Reformasi’, PDIH-Undip-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, h. 6-7. Diakses 

tanggal 7 Februari 2017. 
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substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum 

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu 

masyarakat. 

Berdasarkan teori sistem hukum yang ditinjau dari struktur hukum 

(structur of law), maka penegakkan hukum pun akan terlibat erat dalam hal 

struktur hukum ini. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: 21“To 

begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of 

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  

…Strukture also means how the legislature is organized  …what procedures 

the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss 

section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.” 

Maksudnya adalah Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur 

berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis 

kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari 

pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan 

legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, 

prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal 

struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk 

menjalankan perangkat hukum yang ada. 

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan 

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu 

 
21Ibid, hlm 28. 
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berjalan dan dijalankan. 

Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum 

Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi – institusi penegakan 

hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

Sedangkan substansi hukum menurut Friedman adalah: 22“Another 

aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, 

norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is 

on living law, not just rules in law books”. 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 

yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan 

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

Selanjutnya mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: 23 

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is 

the climinate of social thought and social force wicch determines how law is 

used, avoided, or abused”. 

Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap 

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum 

dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan 

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum 

 
22Ibid, hlm 29. 
23Ibid, hlm 30. 
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yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat 

dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan 

secara efektif. 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial 

tidak lain hanya merupakan ide – ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. 

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat 

kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum 

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas 

perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata 

lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.  

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang – 

undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Oleh karena 

itu dalam penelitian tesis ini akan berkaitan erat dengan menggunakan teori 

sistem hukum, dimana teori tersebut dapat memberikan sudut pandang 

terhadap peraturan perundang – undangan mengenai pelaksanaan perundangan 

tersebut di masyarakatnya terutama dalam peraturan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 

Dalam kajian teori sistem hukum ini, membahas pertama mengenai 

struktur hukum. Sturktur hukum yang dapat dikaji dalam undang – undang 

pelayaran ini adalah aparatur negara meliputi Hakim yang dapat memberikan 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre 

dengan tepat dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam kaedah peraturan 

perundang-undangan lansia yang berlaku. 
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Hal yang kedua dapat dikaji dari substansi hukum, dimana substansi 

hukum ini terkait dalam peraturan perundang – undangan yang ada, seperti 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan lain sebagainya. Substansi 

yang telah diberlakukan dalam masing – masing program kinerja dari suatu 

aturan tersebut hendaknya telah disesuaikan dengan norma dan pola perilaku 

masyarakatnya juga, sehingga aturan tersebut dapat diberlakukan sebagaimana 

mestinya. 

Selanjutnya yang ketiga dalam teori sistem hukum adalah kultur 

hukum/ budaya hukum. Budaya hukum ini terkait dengan aparat hukumnya 

sendiri yang harus dapat menanggulangi ataupun mencegah bahkan sampai 

memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku masyarakatnya yang 

menyimpang atau melanggar ketentuan hukum pelayaran tersebut. 

2. Teori Restorative Justice 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dinyatakan bahwa konsep 

pendekatan restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang 

muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. 

Pemahaman terhadap pendekatan keadilan Restoratif (restorative justice) di 

Indonesia di artikan sebagai: Restorative Justice adalah pemulihan hubungan 

dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

(keluarganya) terhadap korban tindakpidana tersebut (keluarganya) (upaya 

perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan 
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hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan 

diantara para pihak.  

Sekitar tahun 1980-an, John Braithwaite 24  memperkenalkan sistem 

penghukuman dengan pendekatan restorative justice, karena terinspirasi oleh 

masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, 

yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan 

petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara 

kekeluargaan. 25 

Tony Marshall secara lebih tegas memberikan definisi dari restorative 

justice sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki 

kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama 

menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan 

akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”26 Sedangkan 

Marian Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice  sebagai 

suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan 

korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk 

mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.27 

Memperhatikan pendapat John Braitwhite, Tony Marshall dan Marian 

Liebmann secara jelas memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian 

 
24John Braithwaite Dalam Eva Chahyani, Restorative Justice DalamPermasalahan 

Hukum di Indonesia, Refika Aditama,2012, hlm 45. 
25Ibid, hlm 47 
26 Herlina, Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Pelaku Tindak Pidana, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014,37-38 
27Ibid, hlm 41. 
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setiap persoalan terdapat dua arah yang ditawarkan oleh ketiganya yaitu 

adanya pelibatan para pihak untuk menyelesaikan persoalan dan tujuan yang 

hendak dicapai dengan menggunakan konsep restorative justice yaitu 

pengembangan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat dan 

sebagai konsep pencegahan.  

Konsep restorative justice merupakan paradigma baru dalam penegakan 

hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang 

dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang 

menganut common law system. J. Person sebagaimana di sitir Herlina 

mengemukakan bahwa karena konsep restortive justice relatif baru, maka tidak 

heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan 

hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui 

kendala.  Kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap 

konsep restorative justice.28 

Pemahaman Penegak Hukum terhadap konsep restorative justice harus 

dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, karena 

antara diskresi dengan restorative justice memiliki keterkaitan. Ditingkat 

Kepolisian pemerhaman terhadap konsep diskresi secara sederhana adalah 

memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau 

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang 

ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, 

menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan 

 
28Herlina, Op cit, hlm 40 
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umum. 29  Sedangkan restorative justice secara sederhana dapat dipahami 

sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukkan korban pada titik sentral 

dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari 

pemenjaraan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. 

Restorative justice dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep 

yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari 

filosofi tersebut, maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sebenarnya telah 

memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi 

restorative justice  dalam penanganan perkara pidana kecelakaan lalu lintas. 

Artinya dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam 

menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang 

dapat diambil dalam implementasikan restorative justice adalah dengan 

mendudukkan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana 

dan menjauhkan dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai 

pertanggungjawaban.30 

Sebagai jaminan adanya keseragaman dalam  implementasi restorative 

justice  di lingkungan Polri, maka diperlukan suatu norma atau kaidah untuk 

 
29Momo Kelana,Memahami UU Kepolisian, PTIK Press, Jakarta, 2003, hlm 7. Lihat 

juga Khotibul Ummam, Optimalisasi Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Mediasi 

Perbankan dan Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen, Artikel Mediasi 

Perbankan (unpublished), Yogyakarta, 2007, hlm.100 
30Darma Muryati, Konsep Restoratif Justice Sebagai Model Penyelesaian Perkara 

Pidana di Luar Pengadilan, Makalah, diakses, tanggal 20 Maret 2017. 
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menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep 

restorative justice  pada penegakan hukum pidana termasuk dalam perkara 

pidana kecelakaan lalu lintas, dan juga untuk memberikan legitimasi kepada 

penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi 

restorative justice  untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal dan 

menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, implementasi 

restorative justice  dalam penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan secara 

optimal.31 

3. Teori Pemidanaan  

Applied Theory (Aplikasi Teori, menguraikan asas-asas hukum yang 

berlaku di bidang hukum yang dikaji dan bidang hukum lainnya yang terkait 

penerapan restorative justice. 

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan 

maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun 

administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat 

melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian 

hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar 

pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.32 

Penegakan hukum  (law enforcement), merupakan suatu istilah yang 

mempunyai keragaman dalam difinisi.  Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan 

 
31Marlina, Op cit,hlm 108. 
32 Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam  Mahmul Siregar dkk, Pedoman Praktis 

Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan 

Perlindungan Anak (PKPA),  BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 83. 
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hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan – 

keinginan hukum, yaitu pikiran – pikiran dari badan – badan pembuat undang – 

undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan – peraturan hukum 

yang kemudian menjadi kenyataan.33 

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti 

luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses  penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 

berjalan sebagaimana seharusnya.34 

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 

objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu 

mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi 

aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan 

peraturan yang formal dan tertulis saja.35 

Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia keterkaitan hal penegakan hukum ini ada pada 

pelaksanaan dari ketentuan peraturan yang telah diberlakukan berdasarkan, 

namun hal ini juga dapat ditinjau dari setiap aturan yang tertera didalamnya 

 
33 Ibid, hlm 91. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana 

Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, hlm 136 
34 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm 79. 
35Ibid, hlm 83. 
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telah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh aparatur hukumnya seperti 

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga yang terkait dengan hal 

transportasi perairan penyeberangan tersebut.36 

E. Metode Penelitian 

Untuk kepentingan kanjian dan analisis terhadap bahan hukum yang 

diperoleh, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan uraian 

di bawah ini. 

1. Jenis Penelitian 

Karakteristikkeilmuan, menurut Bernard AriefSidharta,37 maka ilmu 

hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian 

sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa 

dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi 

juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap 

kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan 

problematikanya.  

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang 

bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian ini mempergunakan dua 

macam pendekatan yaitu baik yang doktriner38 maupun nondoktriner.39Dalam 

 
36Ibid. 
37  Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 2000,  hlm, 113 
38Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 

(Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal 

merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar 

doktrin yang dianut pengonsepnya atau pengembangnya. 
39Ibid, hlm 160, 162. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian atas hukum 

yang dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak beroperasi di dunia empiris, hukum – 

baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in 

concreto yang berkekuasaan. 
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penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap 

obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif40 terutama 

mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga 

kepolisian dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangnnya sebagaimana 

diatur dalam KUHAP, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

terkait beserta peraturan pelaksanaannya.  

Penelitian hukum doktriner tersebut mencakup kegiatan penelitian 

berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

obyek penelitian, pencarian dan pembahasan terhadap asas-asas hukum, 

sistematik hukum, sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal 

maupun horisontal. Penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap dokumen 

laporan-laporan penanganan kasus  untuk mengetahui bagaimana lembaga 

kepolisian membuat pertimbangan dan memutuskan kelanjutan proses perkara 

tersebut, baik yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan yang secara tegas 

telah ditentukan dalam KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan RI, Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pelaksanaannya seperti Perkap 

Polri, Standar Operasional Prosedur (disingkat SOP), juknis dan juklak. 

Dengan demikian penelitian hukum doktriner yang dilakukan ini dapat juga 

 
40 Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10. Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu 

tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) normwissenschaft atau 

sollenwissenschaft yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek 

dogmatik hukum. Dalam kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu 

tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan 

hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif 

akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara 

pidana. 
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disebut sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini proses 

pengolahan data dilakukan untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan 

hukum tersebut agar dapat dilakukan kiasifikasi untuk memudahkan analisis 

dan konstruksi.41 

Dalam penelitian yang bersifat non-doktriner, maka masalah hukum 

yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian akan dikaji secara empiris 

dengan mempergunakan teori keadilan restoratif. Diharapkan hal itu akan 

menghasilkan pengetahuan mengenai gejala sosial yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

penelitian socio legal (socio legal research).42 

Memperhatikan pandangan uraian tersebut di atas, sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum 

Empiris.43 yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, 

menjelaskan dan menganalisis proses bekerjannya hukum dalam Putusan 

Hakim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. 

 
41Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 15. 
42Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, dan Dinamika ...... hlm.164. lihat 

juga Adji Samekto, Justice Not For All, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm 7 dan 28. Ilmu 

yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai ilmu hukum atau jurisrpudence 

(bahasa inggris) atau yurisprudential (latin) yang artinya the study, knowledge atau science of 

law. Socio legal research atau socio legal yurisprudence adalah perkembangan dari legal 

formalism (jurisprudence). Ranah kajian legal formalism mengkaji hukum dari sisi normatif 

sementara sociolegal research atau sociological jurisprudence atau socio legal study ranah 

kajiannya bertujuan mengkaji hukum melihat faktor pentingnya realitas sosial untuk mengkaji 

hukum, namun dia tetap merupakan kajian untuk meneliti hukum bukan masyarakat. 

Sebaliknya sosiologi hukum, hukum dikaji bukan untuk hukum itu sendiri tetapi dikaji untuk 

menjelaskan masyarakat, yang oleh soerjono soekanto disebut tatsachenwissenschaft. Oleh 

karena itu, ranah kajian socio legal research atau sociological jurisprudence berbeda dengan 

ranah kajian sociology of law atau sosiologi hukum. 
43 HB. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II. Universitas Negeri Sebelas 

Maret Press, Surakarta, 1990, hlm 11. 
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Pada bagian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji 

hambatan-hambatan/ kendala yang dihadapi oleh putusan hakim guna 

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap lansianya, dan dapat 

menganalisa prosedur perlindungan hukumnya tersebut. 

2. Pendekatan Masalah Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan pendekatan doktriner.44Dalam penelitian 

doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek 

penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif 45  terutama 

mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lanjut usia 

dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangnnya Penuntut Umum sebagai 

lembaga yang berwenang melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana 

lanjut usia. 

Penelitian hukum doktriner tersebut mencakup kegiatan penelitian 

berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

obyek penelitian, pencarian dan pembahasan terhadap asas-asas hukum, 

sistematik hukum, sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal 

maupun horisontal.  

 
44 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum 

doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan 

atas dasar doktrin yang dianut pengonsepnya atau pengembangnya. 
45Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10. Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu 

tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) normwissenschaft atau 

sollenwissenschaft yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek 

dogmatik hukum. Dalam kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu 

tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan 

hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif 

akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara 

pidana. 
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Penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap dokumen penanganan 

kasus  lanjut usia, dan untuk mengetahui bagaimana mempergunakan atau 

menerapkan restrorative justice. Dengan demikian penelitian hukum doktriner 

yang dilakukan ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. 

Dalam penelitian ini proses pengolahan bahan penelitian dilakukan untuk 

membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar dapat 

dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi.46 

Pendekatan penelitian dalam tesis diharapkan dapat memberikan 

menjawab permasalahan berkaitan penerapan prinsip restorative justice 

terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre, dan mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam menerapkan prinsip 

restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum yang bersifat 

normatif-preskriptif. Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif 

digunakan untuk meneliti persoalan hukum yang terkait dengan substansi 

peraturan hukum positifnya (iusconstitutum) yang memberi manfaat kepada 

pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya, 

diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier, yang terdiri dari : 

 
46Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 15. 
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a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang terdiri atas norma atau kaidah, Peraturan dasar 

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Peraturan perundang-undangan, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 

No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau 

pertemuan ilmiah lainnya. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti 

kamus hukum, surat kabar dan majalah yang menjadi bahan bagi penelitian 

ini. Dokumen-dokumen hukum / Putusan Pengadilan tentang penyelesaian 

Kasus Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dan dokumen-dokumen 

pendukung lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan bahan penelitian melalui studi 
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kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

dengan cara penelusuran, mengumpulkan data dengan cara membaca, 

mengutip, mencatat buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan. 

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan studi 

dokumen berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana 

lanjut usia yaitu dengan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah 

informan di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara 

Enim. Adapun pendalaman informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

untuk menjawab masalah penelitian (research questions).47 Dengan demikian, 

dalam penelitian hukum normatif, maka informasi penting yang akan 

dikumpulkan adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara studi 

dokumenter dan kepustakaan yang diolah dari hasil wawancara dengan 

informan dan responden dalam penyelesaian kasus pelaku tindak pidana lanjut 

usia yang sedang dihadapinya, sedangkan data yang diperoleh melalui studi 

dokumenter atau kepustakaan sebagai penunjang dalam memperoleh dalam 

menyelesaikan masalah-masalah di bidang penegakan hukum pidana terutama 

untuk mendapatkan kasus-kasus yang dilanjutkan dan rentang waktu dalam 

penyelesaiannya. 

5. Lokasi Penelitian 

Populasi penelitian ini pada instansi pengadilan dan kejaksaan, karena 

pada kedua instansi pemerintahan tersebut sebagai tempat penentuan 

 
47 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Djambatan, 

Jakarta, 2008, hlm 142. 
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pengambilan keputusan hakim dan sekaligus tempat penentuan keadilan di 

masyarakat. Dengan demikian, lokasi penelitian tesis ini berada atau bertempat 

di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara Enim. 

6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Dalam pengolahan data penelitian tesis ini menggunakan beberapa 

langkah yaitu: 

Editing, dengan cara menganalisa kejadian-kejadian dalam hal jual-beli 

antara pelaku usaha dengan konsumennya yang ditinjau dari segi 

pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen yang dirugikan dalam 

kenyataan di masyarakatnya. Coding, memberikan suatu 

pertanyaan-pertanyaan yang khusus ditujukan pada setiap badan/ instansi yang 

terkait dalam hal hukum peradilan pidana, guna mentabulasikannya. 

Tabulasi, dalam hal ini menggunakan dua tabulasi yaitu : Tabulasi 

Klasifikasi, gunanya sebagai pengelompokan kejadian-kejadian yang ada di 

masyarakat dengan penelusuran hukum yang terkait seperti dalam hal ini yaitu 

hukum peradilan pidana. Tabulasi Kategori, gunanya menganalisa hubungan 

yang terkait dalam putusan hakim terhadap pidana lansia. 

7. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan 

Teknik analisis data dalam penelitian tesis ini adalah analisis deskriptif 

yuridis kualitatif, dimana cara-cara analisisnya menggambarkan 

peraturan-peraturan yang terkait/ berlaku dengan hukum peradilan pidana 

terhadap kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat secara kualitas putusan 

hakim pengadilan negeri. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi 
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keseluruhan aspek untuk memahami makna lansia dalam kenyataan sosial di 

masyarakatnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, sehingga 

memberikan gambaran hasil secara utuh. 
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